BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang: a.

Mengingat:

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan
struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabanan;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan
Peraturan Perundang-undangan saat ini, sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor
3), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) di hapus,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat)
Bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian.

(3) Dihapus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
jabatan struktural eselon II.b.

(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan jabatan Administrator atau jabatan
struktural eselon Ill.a.

(3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan
struktural eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik merupakan jabatan Pengawas atau jabatan
struktural eselon IV.a.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
paga ?ta}r_\Iggeil?)\O Desembery 2021
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Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021

DAERAH KABUPATEN TABANAN,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(15,93/2021)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UMUM

Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan penataan
kelembagaan Perangkat Daerah, khususnya susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
Daerah. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu
fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintah yang terstruktur,
sistematis, terorganisasir, transparan dan akuntabel.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga ikut mengalami
Penyederhanaan Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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